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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PERMEN-KP/2013
TENTANG

SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat (1) huruf

k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.0O5/MEN/2007 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal
Perikanan;

. bahwa sesuai dengan perkembangan, Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.O5/MEN/2007  tentang Penyelenggaraan
Sistem Pemantauan Kapal Perikanan sudah tidak
sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu untuk
ditinjau kembali;
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Mengingat

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3260);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang

Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3319);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang

Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3647);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang

Pengesahan Agreement for the Implementation of
the Provisions of the United Nations Conventiom on
the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to
the Conservation and Management of Straddling
Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks
(Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang
Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan
Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan
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Ikan yang Beruaya Jauh) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5024);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 141);

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon | Kementerian Negara, sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha
Pembudidayaan Ikan;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

10.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan
Tangkap di Laut Lepas (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 668);

11.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan
Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 81);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG SISTEM PEMANTAUAN KAPAL
PERIKANAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat
SPKP, adalah salah satu sistemm pengawasan kapal perikanan
dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk
mengetahui pergerakan dan aktifitas kapal perikanan.

Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang
dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung
operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan
ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan
penelitian/eksplorasi perikanan.

Pusat Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat
PPKP, adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada
untuk melakukan pemantauan kapal perikanan yang telah
memasang transmiter SPKP online.

Transmiter SPKP online adalah alat yang dipasang dan diaktifkan
pada kapal perikanan tertentu yang berfungsi untuk mengirimkan
data posisi kapal dan data lainnya dari kapal perikanan secara
langsung kepada PPKP dengan bantuan jaringan satelit dalam
rangka penyelenggaraan SPKP.

Penyedia SPKP adalah badan hukum penyedia transmiter SPKP
online dan jasa komunikasi satelit yang dapat memberikan
layanan komunikasi data pemantauan kapal perikanan.

Airtime fee adalah biaya penggunaan fasilitas satelit yang harus
dibayar oleh pengguna transmiter SPKP online kepada Penyedia
SPKP.

Surat Keterangan Pemasangan Transmiter, yang selanjutnya
disingkat SKPT, adalah bukti bahwa transmiter SPKP online telah
terpasang diatas kapal perikanan yang ditandatangani oleh
Pengawas Perikanan.
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Surat Keterangan Aktivasi Transmiter, yang selanjutnya disingkat
SKAT, adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa
transmiter SPKP online pada kapal perikanan tertentu telah
dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada PPKP.

Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di
bidang perikanan yang diangkat olenh Menteri atau pejabat yang
ditunjuk.

Pengguna Transmiter SPKP online adalah orang perseorangan,
perusahaan perikanan, Pemerintah, pemerintah daerah, atau
perguruan tinggi yang memiliki atau mengoperasikan kapal
perikanan yang menggunakan transmiter SPKP online.

Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha
di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun
bukan badan hukum.

Penanggung jawab perusahaan adalah orang yang bertanggung
jawab terhadap perusahaan yang melakukan usaha di bidang
perikanan.

Pemilik kapal adalah orang perseorangan warga Negara Republik
Indonesia yang melakukan usaha perikanan.

Surat lIzin Penangkapan lkan, yang selanjutnya disingkat SIPI,
adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan
untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari SIUP.

Surat Izin Kapal Pengangkut lkan, yang selanjutnya disingkat
SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal
perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang
selanjutnya disingkat WPP-NRI, adalah wilayah pengelolaan
perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan
yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif
Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya
yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia.

Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

